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	Kabupaten Bireuen merupakan salah satu daerah di Aceh yang mimiliki jumlah perokok aktif yang tergolong tinggi, dalam usaha
menekan jumlah perokok aktif yang semakin mengkhawatirkan pemerintah Kabupaten Bireuen bersama DPRK menetapkan suatu
kebijakan berupa Qanun Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). DPRK Bireuen sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah atau kebijakan yang ditetapkan
pemerintah, harus melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang telah di tetapkan bersama
pemerintah, namun kebijakan dimaksud tidak berjalan sesuai dengan kenyataannya dan masih banyak pelanggaran yang terjadi di
daerah yang di tetapkan sebagai Kawasan tanpa rokok. tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan
pengawasan DPRK Bireuen terhadap implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bireuen, dan hambatan yang dihadapi
DPRK Bireuen dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Terhadap Kawasan Tanpa Rokok. Teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan secara langsung dengan informan dan dokumentasi didapatkan
melalui buku-buku, jurnal, dan dokumen pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya yang telah
dilkukan oleh DPRK untuk mengawasi jalannya kebijakan KTR yaitu membentuk badan pengawasan, meningkatkan pengawasan
terhadap Badan pengawas, dan sosialisasi ke sekolah dan perkantoran serta beberapa faktor yang menghambat DPRK dalam
melaksanakan pengawaan terhadap KTR adalah tidak adanya peraturan lebih lanjut mengenai sanksi, kinerja pegawai yang belum
maksimal, dan kurangnya dukungan dari masyarakat.
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